BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneitian ada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hasil analisis regresi yang diperoleh sebelumnya, maka
dapat disimpulkan bahwa variabel independen Tingkat kemandirian
daerah berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu
Ketimpangan Ekonomi. Peningkatan rasio kemandirian daerah
sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan tingkat
ketimpangan ekonomi di provinsi yang diamati secara rata-rata
sebesar 0,0080 poin. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian
daerah dapat meningkatkan tingkat Ketimpangan Ekonomi di
Kawasan Timur Indonesia namun proses peningkatannya tidak
signifikan.

2. Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen
kedua yakni Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif
terhadap variabel Ketimpangan ekonomi. Peningkatan nilai IPM
sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan tingkat
ketimpangan ekonomi di provinsi yang diamati secara rata-rata
sebesar 0,0023 poin. Hal ini pula menandakan bahwa Indeks

pembangunan Manusia dapat menekan tingkat Ketimpangan
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Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia namun proses
peningkatannya tidak signifikan.

. Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen
ketiga yakni Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif terhadap
variabel dependen Ketimpangan Ekonomi. Peningkatan nilai IPM
sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan tingkat
ketimpangan ekonomi di provinsi yang diamati rata-rata sebesar
0,0007 poin. Hal ini pula menandakan bahwa Indeks pembangunan
Manusia  dapat menekan tingkat Ketimpangan Ekonomi di
Kawasan Timur Indonesia namun proses peningkatannya tidak
signifikan. Hal ini berarti bahwa upah minimum setiap provinsi
dapat menekan angka ketimpangan ekonomi di Kawasan Timur
Indonesia namun tidak secara signifikan pula.

. Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen
keempat yakni Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif
terhadap variabel dependen Ketimpangan Ekonomi. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan diikuti dengan
penurunan tingkat ketimpangan ekonomi di provinsi yang diamati
rata-rata sebesar 0,0001 poin. Hal ini pula menandakan bahwa
Pertumbuhan Ekonomi dapat menekan tingkat Ketimpangan
Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia namun proses

peningkatannya tidak signifikan.
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5.2Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada pemerintah
di setiap provinsi di Kawasan Timur Indonesia melalui penelitian in yaitu
agar setiap kegiatan atau program pemerintah khususnya di bidang
ekonomi dapat lebih dimaksimalkan lagi sehingga dapat mewujudkan
pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan kepada masyarakat
yang lebih merata. Variabel yang diamati dalam penelitian ini agar dapat
dijadikan bahan referensi oleh pemerintah di setiap provinsi, agar setiap
variabel yang memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan ini dapat
dimaksimalkan sehingga menghasilkan dampak terhadap penurunan

tingkat ketimpangan seperti yang diharapkan bersama.
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